











































































































































































































































































































































































































Maka, sebuah "panitia nasional"--atau apapun mungkin nama resmi-
nya—-dibentuk untuk memperjuangkan peningkatan status ini.
Tampak-tampaknya ini bukan sekadar impian, tetapi sebuah usul yang
benar-benar ingin diperjuangkan. Hanya saja, siapa pun juga yang tahu
sekadarnya tentang sistem kenegaraan dan proses pengambilan
keputusan, telah sejak awal memperkirakan bahwa perjuangan yang
penuh semangat itu akan sia-sia belaka. Setelah sekian lama waktu
berjalan memang ternyata juga bahwa perjuangan itu telah "layu
sebelum berkembang.

Kedua kejadian ini hanya meninggalkan kenangan dan catatan
saya, tetapi tidak mengubah apa-apa. Situasi "sebelum" dan "sesudah"
tak memperlihatkan perbedaan yang berarti. Sebaiknya kita meng-
anggap saja dua kejadian itu sebagai sebuah proses dialog dari dua
pandangan yang sama-sama mencintai bahasa nasional. Usul STA yang
berapi-api itu tak lebih dari pantulan kejengkelannya pada Pusat
Bahasa. Secara khusus ia dongkol dengan istilah dan kata baru yang
diperkenalkan Pusat Bahasa dan usul kongres bahasa adalah pantulan
dari kekesalan mengapa "bahasa yang baik dan benar" masih juga
belum merupakan realitas dalam proses komunikasi.

Usul STA tampaknya lebih dari sekadar kejengkelan saja sebab
lama sebelum usul yang "radikal" itu dilontarkan ia juga telah
mengecam strategi kebahasaan yang ditempuh Pusat Bahasa dalam
berhadapan dengan dinamika dari masyarakat pemakai bahasa. Kalau
ini yang menjadi masalah tampaknya ia tidak sendirian. Bahkan pada
suatu saat, di peralihan dekade ketujuh abad ke-20, ketika ejaan baru
akan diperkenalkan, siapakah yang tidak menyatakan "perang
terbuka" pada Pusat Bahasa?

Apakah sesungguhnya yang menjadi masalah? Memang benar
bahasa Indonesia bukanlah bahasa primordial, tetapi bahasa yang
dengan sengaja dibina untuk menjadi bahasa nasional yang modern,
kaya, dan tertata dengan baik. Akan tetapi, bukankah justru karena
itu masyarakat bangsa beranggapan bahwa bahasa ini ac:toh juga milik
mereka? Bukankah mereka adalah juga bagian duri  proses
pembentukan dan perwujudan bangsa? Kalau demikian, mereka-sang
pemakai dan pecinta bahasa—~merasa mempunyai hak untuk berbicara
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tentang ke mana dan bagaimana sebaiknya bahasa ini dibina. Jika saja
rentetan kejadian di sekitar "ejaan baru" diingat kembali, barangkali
akan tampak bahwa yang menjadi masalah sesungguhnya bukanlah
terutama soal perlu atau tidaknya perbaikan ejaan, bahkan juga bukan
pula tentang corak perbaikan yang diperkenalkan. Keberatan umum
yang utama ialah gaya hegemonik yang sengaja ataupun bukan yang
ditampakkan oleh para pembina dan pengembang bahasa. Semakin
para ahli bahasa memperagakan keahlian, semakin berkembanglah
sinisme dan semakin jauhlah hasrat pembinaan tercapai. Tampaknya
pembinaan bahasa-bahasa sebagai komunikasi simbolik yang
menjadikan pertukaran pesan dapat berjalan lancar-dalam konteks
yang hegemonik kurang sesuai.

Bahasa memang tak mudah dilepaskan dari sistem kekuasaan.
Bahkan boleh dikatakan bahwa kekuasaan memerlukan perangkat
bahasa untuk memperkuat legitimasi dan dominasinya terhadap
masyarakat. Kebiasaan memakai kosakata yang "keras" (violent words)
dan gava serba hiperbol dari rezim Demokrasi Terpimpin atau
euphemisme dan kramanisasi (dan sankritisasi simbol) dari rezim Orde
Baru adalah contoh dari strategi penguatan paradigma politik dan
legitimasi kekuasaan dengan memakaikan mekanisme bahasa. Akan
tetapi, justru karena kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat
antara kekuasaan yang hegemonik dengan pemakaian bahasa inilah
kecenderungan hegemoni, yang bertolak dari kekuasaan, yang
dipakaikan dalam usaha membina bahasa itulah sinisme bahkan
oposisi terhadap pembinaan bahasa tak terelakkan. Jadi, jika saja
pemahaman atas kecenderungan sosial ini diperhatikan, Kongres
Bahasa tidak akan sampai pada usul peningkatan dan penambahan
kekuasaan "demi pembinaan bahasa".

Sistem otoritas dalam bidang pengetahuan bahasa nasional tidak
bisa disamakan dengan sistem otoritas dalam kedokteran, teknik, atau
bahkan ekonomi sekalipun. Bahasa bukan sesuatu yang objektif yang
"ada di sana" (something out there), tetapi adalah sesuatu yang subjektif
yang merupakan bagian dari kesadaran. Sistem otoritas dalam
kebahasaan adalah sesungguhnya pantulan dari kewibawaan yang
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diberikan dengan persetujuan oleh pemakai bahasa, bukan sesuatu
yang dapat menuntut pengakuan, apalagi kepatuhan.

Memang bahasa tidak boleh dibiarkan berjalan atau berlari tanpa
arah. Anarki dalam pemakaian bahasa bukan saja akan menimbulkan
kegalauan kultural, tetapi mungkin pula mengubah masyarakat-bangsa
menjadi sekian banyak tumpukan "komunitas orang asing", tanpa
jalinan komunikasi yang bermakna. Kejernihan bahasa dan terjalinnya
komunikasi simbolik yang rapi adalah landasan yang kuat bagi
terjaganya integrasi sosial dan nasional. Oleh karena itulah peranan
Pusat Bahasa sangat penting. Oleh sebab itu, pulalah Pusat Bahasa
harus mempunyai "strategi sosial", bukan hanya "kebijakan bahasa".

Barangkali dengan ini saya telah "berkhotbah kepada orang yang
telah yakin" atau berbicara tentang hal yang sejak lama telah
diketahui. Boleh jadi, demikianlah halnya. Hanya saja komposisi
keahlian dari Pusat Bahasa belum membayangkan pengetahuan yang
elementer ini. Saya tahu, dalam usaha merumuskan istilah-istilah
teknis, Pusat Bahasa memakai tenaga ahli dari disiplin yang
diperlukan, tetapi usaha pengembangan pemakaian "bahasa yang baik
dan benar" memerlukan strategi sosial-kultural yang tepat dan teliti.
Perubahan structural yang terjadi dengan cepat dan membanjirnya
segala macam corak informasi mau tak mau memberi dampak yang
mendalam pada segala aspek pemakaian bahasa. Baiklah saya tak perlu
berbicara tentang tantangan masa depan, dengan segala cirinya, sebab
ini akan membawa kita kepada masalah lain yang lebih kompleks.
Walaupun begitu, kesimpulannya jelas. Bukankah sudah waktunya
juga Pusat Bahasa merekrut staf yang tetap dari disiplin ilmu sosial?
Tersedianya tenaga ahli ilmu sosial yang berkualitas dan sensitif
semakin mendesak dalam usaha Pusat Bahasa untuk merencanakan
strategi sosial kebahasaan.
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PUSAT BAHASA:
PENILAIAN DAN HARAPAN

Zainuddin Taha
FPBS IKIP/Program Pascasarjana Unhas Ujung Pandang

Tanggal 28 Oktober 1998 nanti, Sumpah Pemuda
genap berusia 70 tahun. Peringatan peristiwa
penting dan bersejarah itu di tengah era reformasi
dewasa ini membuat kita semakin kagum atas jasa
pemuda yang memprakarsai lahirnya ikrar yang
B intinya satu tanab air, satu bangsa, menjunjung
L babasa persatuan. Dalam butir-butir sumpah itu
| terbayang di hadapan kita keagungan vist

persatuan yang menyemangatl perjuangan para
pemuda genera51 prakemerdekaan itu. Untuk "persatuan Indonesia",
mereka rela berkorban dan mengebelakangkan kepentingan golongan
suku, dan bahasa daerah mereka masing-masing. Kekaguman atas
semangat persatuan itu kita wujudkan dengan menjunjung bahasa
persatuan, bahasa Indonesia.

Sejak Sumpah Pemuda ditkrarkan, bahasa Indonesia telah men-
jalani perkembangan yang menakjubkan di berbagai sektor kehidupan.
Di semua sektor, kosakata mengalami peningkatan yang cepat. Istilah
dan kosakata baru bahasa Indonesia terus bertambah sehingga makin
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menambah kemampuannya untuk menjadi wahana komunikasi
pengungkapan pikiran dan pendapat pada semua bidang kehidupan.
Dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi
negara, bahasa Indonesia telah membuktikan keandalannya menjadi
pemersatu seluruh bangsa Indonesia dan dalam menyampaikan
konsep-konsep pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Pengaruh dan gengsi bahasa Indonesia di mancanegara juga makin
meningkat yang ditandai oleh makin besarnya minat bangsa-bangsa
lain dalam mempelajarinya. Dewasa ini bahasa Indonesia telah diajar-
kan di 29 negara, malahan ada negara yang menjadikannya sebagai
bahasa asing utama.

Bahasa Indonesia yang terus mengalami kemajuan itu, perlu terus-
menerus dibina dan dikembangkan sehingga bangsa Indonesia benar-
benar akan memiliki alat komunikasi yang canggih sesuai dengan
keperluan pemakainya. Dalam kaitan upaya pembinaan dan pengem-
bangan bahasa itu, tidak sedikit prestasi yang telah dihasilkan oleh
Pusat Bahasa.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menter:
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0 Tahun 1975 yang diubah
dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 0222g/0/1980 ini
diberi tugas untuk menentukan dan merencanakan kebijakan
kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Tugas itu dilaksanakan oleh
Pusat Bahasa melalui upaya pengembangan jaringan kerja sama dengan
berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan lain di dalam
dan di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta. Berkat kerja sama
itu pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan
daerah di Nusantara mengalami kemajuan yang berarti.

Berdasarkan catatan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, sampai tahun 1993 telah diteliti 241 bahasa daerah, telah
diolah lebih kurang 190.000 istilah berbagai bidang ilmu, telah disusun
dan diterbitkan 4 seri kamus ilmu dasar, 5 judul kamus bahasa
Indonesia, 54 kamus bahasa daerah, lebih kurang 75 judul kamus dan
daftar istilah, 67 judul pedoman kebahasaan dan lebih dari 80 judul
buku sastra. Selain itu, telah disusun dan diterbitkan pula Kamus
Besar Babasa Indonesia dan Tata Babasa Baku Babasa Indonesia. Dalam
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hal peningkatan kemampuan penggunaan bahasa secara baik dan benar
dan pembentukan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, Pusat
Bahasa juga melaksanakan penataran dan penyuluhan bahasa Indonesia
kepada berbagai lapisan masyarakat.

Di samping prestasi yang membanggakan di atas, Pusat Bahasa
kini mastih dihadapkan pada berbagai tantangan dan tugas yang tidak
ringan. Walaupun jumlah pemakai bahasa Indonesia terus meningkat
dengan mengesankan, Sensus Penduduk 1990 masth mencatat adanya
sekitar 17% dar1 jumlah penduduk yang belum paham bahasa
Indonesia. Di antara mereka yang mengaku dapat berbahasa Indonesia
itu, tidak sedikit jumlahnya yang belum mampu menggunakannya
secara baitk dan benar. Bahkan, pengalaman kita sehari-hari
memperlihatkan masth banyak perilaku pemakai bahasa yang kurang
mencerminkan sikap bangga dan setia terhadap bahasa Indonesia.

Ejaan, lafal, kosakata, istilah, dan tata bahasa bahasa Indonesia
masith mengandung kelemahan sebagai bahasa baku dan bahasa
modern. Inventarisasi, kodifikasi, dan penelitian bahasa daerah banyak
yang belum terlaksana disebabkan terbatasnya dana dan kurangnya
tenaga terampil kebahasaan yang dimiliki. Di Indonesia bagian timur
saja, masth terdapat puluhan, bahkan ratusan bahasa daerah yang
belum pernah ditangani, baik mengenai inventarisasi dan kodifikasi
strukturnya maupun dalam penelitian dimensi sosial budayanya.

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia ber-
tujuan terciptanya keadaan kebahasaan yang mantap, di mana bahasa
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing masing-masing menjalan-
kan fungsi sesuai kedudukannya. Pemantapan fungsi bahasa tersebut
dalam masyarakat Indonesia yang mengalami perkembangan pesat
dewasa ini memerlukan perhatian yang besar dart kita semua.
Perubahan cepat lingkungan kebahasaan, perkembangan teknologi
komunikast yang makin canggih, dan persaingan antarnegara dalam
era kesejagatan membuat situast kontak bahasa menjadi fenomena
sehari-hari yang tak terelakkan. Kontak bahasa yang makin intensif
itu mau atau tidak mau akan mempengaruhi ekologi setiap bahasa,
yang pada gilirannya akan turut mempengaruhi pula sikap serta
kebanggaan terhadap bahasanya masing-masing. Keadaan seperti itu

133



dengan sendirinya menuntut adanya garis haluan kebahasaan yang
jelas dan terarah. Itulah sebabnya, Pusat Bahasa perlu terus-menerus
mengkaji dan menelaah garis haluan dan politik bahasa nasional yang
ada untuk disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat.

Dalam memasuki abad ke-21, Pusat Bahasa diharapkan dapat
makin meningkatkan kerja samanya dengan lembaga-lembaga pendi-
dikan, badan dan instansi pemerintah dan swasta, penerbit, dan media
massa terutama untuk meneruskan program yang berkaitan dengan
pemantapan kajian linguistik, tata bahasa, pembakuan aspek-aspek
bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan penyebarluasan hasil-hasil
kajian dan pembakuan tersebut ke seluruh lapisan masyarakat yang
memerlukannya. Pusat Bahasa juga diharapkan terus melakukan peng-
kajian dan penilaian terhadap keadaan penggunaan bahasa di pelbagai
bidang untuk mengetahui keadaan dan masalah penggunaan bahasa
yang sebenarnya, mengkaji dan membentuk berbagai model laras
bahasa yang sesuai dengan keperluan masyarakat modern untuk
keperluan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.

Dirgahayu Pusat Bahasa dalam memasuki abad ke-21.
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PUSAT BAHASA
DI SELA-SELA BELANTARA
MASALAH SASTRA INDONESIA

Taufik Ismail

Mungkin dari semak-semak persoalan dalam
sastra Indonesia, tidak akan keliru bila dikata-
kan bahwa yang paling banyak disebut orang
adalah merosotnya minat masyarakat membaca
karya sastra® dan pertandanya sudah jelas, yaitu
rendahnya tiras buku sastra®. Kuantifikasinya
dapatlah  dicari pada berbagai publikas.
Penyebabnya tentu dapat dilihat dari ber-
bagai sudut pandang. Orang kurang terang-
sang, atau tidak diajak tertarik membaca karena sepinya ulasan dan
kritik sastra di surat kabar dan majalah® serta tidak adanya acara
sastra dan pembicaraan buku sastra di media elektronik®. Tidak
mustahil pula, atau juga sangat mungkin, karena mutu karya sastra itu
sendiri susut"” sehingga para pecinta lama, terutama yang menguasai
bahasa asing, berpaling dari karya sastra bangsa sendiri. Sangat
sedikitnya diadakan sayembara-sayembara sastra © dengan hadiah yang
layak juga mengurangi kemungkinan sastrawan mempertinggi fre-

135



kuensi penulisan yang akan memungkinkan dia mempertinggi kualitas
karyanya pula.

Kemerosotan mutu ini barangkali makin anjlok karena anemisna
ide atau tema berikut penggarapannya di dalam karya-karya sastra kita
), sunyi dan lesunya lalu-lintas pikiran di antara kalangan sastra, yaitu
pengarang, kritikus, dosen, guru, penerbit, dan pembaca itu sendiri ©,
berupa seminar, simposium, diskusi panel dan sejenisnya.

Kecurigaan besar orang adalah bahwa sastrawan itu sendiri
kurang membaca. Memasuki kehidupan dan menghayati denyut nadi
bangsa, ya, tetapi berenang di danau khazanah literatur dunia, kurang.
Penguasaan bahasa asing terbatas, bahkan untuk sastrawan yang lahir
dan dibesarkan di ibukota, tidak pula menguasai satu pun bahasa
daerah, yang semestinya akan memperkaya perbendaharaan batin dan
kosakatanya. Sastrawan kita kurang terdedah atau kurang exposed
pada pergaulan sastra-tetangga apalagi sastra-dunia, terutama dalam
bacaan dan juga kontak serta pertemuan (9). Dalam pergaulan luar itu
terasa benar lemahnya sastrawan Indonesia dalam berorganisasi (9.

Bepergian ke luar negeri masih tetap luks bagi mayoritas sastra-
wan Indonesia, apalagi di tahun 1998 ini dia dicekal dengan satu juta
rupiah uang fiskal. Dari sisi pandang orang luar, maka sedikit sekali
dikenal sastra Indonesia di manca negara melalui terjemahan bahasa
asing™.

Sebuah ilustrasi kuantitatif yang sedih: institusi yang aktif mener-
jemah karya sastra pilihan untuk dibaca orang luar cuma satu, yaitu
Yayasan Lontar. Di negara jiran kita, paling tidak ada empat buah.
Jadi, ditarik dari perbandingan penduduk, mestinya Indonesia punya
40 institusi yang semacam Yayasan Lontar itu. Tetapi kita punya
cuma satu. Sangat sedih.

Sekarang mari kita menoleh ke institusi pendidikan tinggi kita.
Susah dan seret untuk menarik minat studi sastra Indonesia di
perguruan tinggi J, yang juga terdapat di seluruh negara berkembang
belum bertanding sudah.kalah 7-0 dengan minat studi ilmu eksakta/
sains dan ekonomi 1 sosial. Jadi, tidak mengherankan bila tampak
kurang pula perhatian pada karya sastra Melayu klasik, sastra daerah
klasik, dan karya sastra daerah kontemporer ®J, yang padahal
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kesemuany 1 ini modal pokok kita dalam memperkaya wawasan sastra
[ndonesia hir.

An minat ini jadi penyebab utama kurang menaiknya ju alah
pengulas dan kritikus sastra™, dan juga seretnya pertambahan S-3
ilmu sastra dibandingkan dengan 5-3 ilmu eksakta 1 sains dan ilmu
ekonomi 1 sostal®™. Ada scbuah universitas negeri yang baru sesudah
lebih sedikit 30 tahun baru punya seorang dosen sastra dengan
kualifikast S-3.

Apabila di fakultas-fakultas eksakta tak sedikit S-3-nya berumur
kepala 3, muda, segar dengan daya lenting yang tinggi, S-3 anyar
humaniora banyak betul berumur sejengkal dart masa pensiun atau
malah sudah lewat, tetap terhormat tetapi ibarat mobil di zaman
onderdil susah, di jalan tol ilmu pengetahuan biasanya tidak berani
melesat kencang di jalur sebelah kanan. Mereka melaju di jalur kiri
secara rutin dan safe-safe saja 35 kilometer satu jamnya.

D1 masyarakat masth saja sastra mendapat salah-beban, yaitu
dianggap bertugas mengubah ketimpangan sosial-politik"”, mengambil-
alih kerja pengambil keputusan. Salah beban ini berkelanjutan pula
pada fenomena masih adanya pelarangan karya sastra 7)) tetapi
barangkali ada harapan mulai akan berubah selepas prahara Mei 1998
ini.

Di kalangan calon pengarang, terutama di daerah, masih dirasa-
kan lambatnya proses desentralisasi kegiatan sastra™, walaupun
sebenarnya bila dibandingkan suasananya dengan 10 tahun yang Ialu,
sentralisasi itu sudah lebih mengendor. Frekuensi kegiatan sastra di
luar Jakarta, juga penerbitan karya sastra terutama puist dalam tiras
terbatas, meluas di berbagai kota.

Jarangnya penghargaan pada karya sastra dan sastrawannya®,
masth dirasakan terus, terutama di zaman ketika prestast olahraga jauh
lebih dihargar karena memang dapat dijual pada penaja yang
berkepentingan menjajakan produknya di media massa elektronik.
Karya sastra, udak beruntung dapat masuk ke dalam mekanisme
ekonomi semacam ini. Dengan sendirinya sastrawan tak dapat pula
disetarakan perolehan rezekinya dengan petenis, pebulutangkis dan
pengangkat besi yang memenangkan pertandingan di bidangnya. D1
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luar penajaan semacam di olahraga ini, karya sastra dan sastrawan
tidak pula dihargai dengan layak oleh masyarakat dan pemerintah.

Fenomena berkelanjutan yang membandel adalah cuma satunya
majalah bulanan sastra® di Indonesia, yaitu Horison, yang ketika
karangan ini ditulis berusia 32 tahun. Sekitar dua dasawarsa di tahun
50-an dan 60-an, kita melihat publikasi majalah sastra dan seni sekitar
5-6 judulnya. Di Mesir hari ini, terdapat 12 majalah bulanan puisi,
cerpen, drama dan tinjauan buku. Ditarik dari perbandingan jumlah
penduduk Mesir dan Indonesia, maka seharusnya Indonesia punya 42
majalah bulanan sastra semacam Horison. Empat puluh dua, sepantas-
nya. Tetapi kita cuma punya satu. Betul-betul sedih.

Ada juga hal yang membesarkan hati, yaitu bahwa Horison kini
punya sisipan Kakilangit, untuk bacaan pelajar SMU, Pesantren,
Madrasah Aliyah dan Sekolah Kejuruan. Dengan demikian, Horison
melakukan penetrasi ke sekolah-sekolah itu di seluruh Indonesia, kini
sudah memasuki tahun kedua. Fenomena ini belum pernah dahulu
dialami oleh majalah Kisah, Prosa, Cerpen, dan Sastra.

Penyakit kronis yang kita idap sebagal bangsa adalah rabun
membaca dan lumpuh menulis, dan epidemi ini etiologinya terdapat
dalam tercecernya pengajaran sastra dan mengarang di sekolah®
Budaya membaca buku, yang di seluruh dunia dimulai aeliod
keharusan membaca karya sastra di sekolah, terabaikan di tingkat SLA
kita sejak 1950.

Bila di negara-negara lain siswa membaca antara 6 sampai 30
buku sastra selama 3-4 tahun di SLA (membaca taraat, diuji, menulis
ulasan), di negeri kita siswa kita membaca 0 (nol) buku. Di sini
mereka menghafal ringkasan novel, dan membaca 2-3 puisi penyair
terkemuka.

Bila di negara-negara lain mengarang bukan saja diwajibkan di
kelas bahasa, tetapi juga di kelas sejarah, geografi dan ekonomi, maka
di Indonesia itu cuma urusan kelas bahasa. Di tempat-tempat lain di
sekolah menu mengarang sekali seminggu, diberikan pada guru,
diperiksa, diberi angka ditambah catatan guru, dikembalikan kepada
murid dan yang bagus dibicarakan di kelas. Di negeri kita mengarang
dilakukan sekali sebulan atau dua bulan atau tiga bulan atau empat
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bulan, diberikan pada guru, diberi angka, tidak dikembalikan kepada
murid dan tidak dibicarakan di kelas. Ini sudah berlangsung 48 tahun
lamanya. Sebagai bangsa kita lumpuh menulis.

Tamat perguruan tinggi bukan jaminan mampu menulis. Orang
yang mampu menulis sedikit. Jumlah wartawan dan sastrawan makin
sedikit lagi. Jumlah sastrawan seluruh Indonestia, pantasnya cuma
untuk sebuah neger1 seluas Jawa Timur, jumlahnya memalukan untuk
bangsa sebesar 200 juta.

Di negeri kita, di dalam kurikulum dominasi pengaruh kelom-
pok linguis sudah lama keterlaluan: sampai mau jadi mahasiswa murid
masth dipaksa harus menghafal penggunaan awalan, sisipan dan
akhiran juga, yang seharusnya sudah cukup dibereskan di SD dan
SMP. D1 SLA negara-negara lain, di kelas 2 dan 3 tata bahasa tidak
diajarkan lagi, bahkan ada yang mulai kelas 1. Mereka dilatih
membaca, membaca, membaca dan menulis, menulis, menulis.

Kint adalah titik balik bagi kita untuk membuat langkah baru
memperbaiki yang terlalatkan selama in1 bagi siswa-siswa kita, yaitu
membaca dan menulis, dua butir pertama dari delapan kompetensi
dasar pendidikan dan kebudayaan itu.

Memasuki abad atau milenium baru yang sudah demikian meng-
hampir di hadapan kita ini, di semak-semak belantara 21 butr
masalah sastra yang dibentangkan di atas, Pusat Bahasa sebagai
institusi terkemuka di bidang pengembangan bahasa dan sastra ikut
bertanggung jawab membereskannya. Tetapt ini kerja dan juga
tanggung jawab bersama. Sastrawan, fakultas sastra, kritikus, guru,
organisasi profesi, pencinta sastra, penerbit, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, media massa, semua terlibat di dalamnya.

Pada suatu saat kelak semak-semak ini, selepas dirambah dan
dibudidayakan, apalagi kalau bukan bunga bermekaran dan buah
ranum bergelantungan yang sama kita harapkan.***
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